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Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah
terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan tranparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan
disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara
umum. Hal tersebut sebagaimana telah digutirkan dalam UU no. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai amanat diatas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat
evaluasi, Akuntansi dan  Setelmen berkewajiban  untuk  melaksanakan
pertangunggungjawaban pengelolaan utang berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintahan
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tanggal 13 Juni 2005. Definisi akuntansi berdasar PP 24 Tahun 2005 adalah adalah
proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Laporan
yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan
sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada stakeholder
dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut diatas dan dengan semakin kompleksnya
permasalahan utang dan agar dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban
akuntansi utang tidak banyak mengalami hambatan kiranya perlu disusun sebuah modul
Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman
bagi petugas-petugas yang diberikan amanah untuk penyusunan laporan. Acuan utama
dalam penyusunan modul ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

Ruang Lingkup
Dalam Modul SAUP ini, ruang lingkupnya mencakup pengelolaan utang yang meliputi
Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilaksanakan oleh
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Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal ini Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen.

Pengertian

1. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Biaya Kewajiban adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh
pemerintah sehubungan dengan timbulnya kewajiban.

4. Biaya lainnya adalah biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pengadaan
pinjaman seperti commitment fee, management fee, insurance premium,dan lain-
lain.

5. Commitment Fee adalah biaya yang harus dibayar atas jumlah pinjaman yang
belum ditarik.

6. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

7. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value)
dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal
lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

9. Insurance Premium adalah biaya asuransi atas pinjaman kredit ekspor.

10. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

12. Management Fee adalah biaya yang harus dibayar atas nilai pinjaman

13. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah
yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

14. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran
ekonomi setelahriya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian




e

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang
dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium
yang belum diamortisasi.

Notice of Disbursement (NoD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti
Withdrawal Authorization (WA) dan Debit Advice (D/A) adalah dokumen realisasi
penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar
Negeri (PPLN).

Notice of Payment (NoP) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti Billing
Statement, Invoice dan Payment Request adalah dokumen tagihan pembayaran
cicilan pokok, bunga dan biaya lainnya yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar
Negeri (PPLN).

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali,
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value)
dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal
tebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk
memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah
utang, dalam bentuk:

(@) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan

utang baru; atau

(b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
dapat berbentuk:

1. Perubahan jadwal pembayaran,

2. Penambahan masa tenggang, atau
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3. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh
tempo dan/atau tertunggak.

22. Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo
atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).

23. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

24, Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok

utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
berlakunya.

25. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas
membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

26. Waiver/Rebate adalah pemberian potongan bunga dari pemberi pinjaman.

Maksud
Modul ini dimaksudkan sebagai petﬁnjuk operasional bagi petugas pelaksana akuntansi
utang untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi utang secara tepat
waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan yang berlaku (akuntabel).
Tujuan
Adapun tujuan Modul sistem akuntansi utang ini adalah memberikan aturan mengenai
perlakuan akuntansi utang yang meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pelaporan utang.
Sistematika
Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami, maka modul ini
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN:
Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan
Sistematika.
BAB || AKUNTANSI UTANG:
Meliputi Definisi Utang, Klasifikasi Utang, Perlakuan Akuntansi Utang,
Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi
Utang, Dokumen Sumber Pinjaman Luar Negeri, dan Dokumen Sumber Surat

Berharga Negara.
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BAB il BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN:
Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan, dan
Simulasi Jurnal dan Laporan Utang.
BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG:
Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri dan Sistem dan
Prosedur Akuntansi Surat Berharga Negara .
BAB V PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN:
Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Bab VI SIMULASI JURNAL

Meliputi simulasi jurnal dan Laporan Utang
Bab VIl PENUTUP
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BAB I
AKUNTANSI UTANG

Definisi Utang

Utang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam hal ini utang

pemerintah meliputi Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Klasifikasi Utang

Yang dimaksudkan klasifikasi utang dalam modul ini adalah klasifikasi sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa utang diklasifikasikan dalam Utang
Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.

2.2.1.

Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh
tempo dalam satu periode akuntansi. Dengan kata lain suatu utang dapat
diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek
dapat berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara
(SBN).

Utang Jangka Pendek terdiri dari:

a. Utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan;

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan jumlah bagian Utang
Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

. Utang Biaya Kewajiban;

Utang Biaya Kewajiban adatah bunga utang dan biaya utang lainnya yang

telah terjadi dan akan dibayar setelah tanggal pelaporan.

Utang Biaya Kewajiban terdiri dari:

(i)  Utang Bunga Berjalan (Accrued Interest);

(i) Utang Biaya Lainnya (Accrued Fees), seperti rating, listing dan
commitment fee.
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Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh

tempo lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Utang yang jatuh tempo dalam

waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang
apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang;

c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan
kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap
pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Utang jangka panjang dapat berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat

" Berharga Negara (SBN).

Utang Jangka Panjang terdiri dari:

(i) Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN;

(ii) Utang Jangka Panjang Luar Negeri, yang terdiri dari:
Utang Jangka Panjang Luar Negeri SBN;
Utang Jangka Panjang PLN.

2.3. Perlakuan Akuntansi Utang

2.3.1.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah adalah cash towards accrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas
pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Pengakuan Utang

Utang diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima Pemerintah dan/atau

pada saat utang timbul.

Utang dapat timbul pada saat:

(a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

(b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum
yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai
dengan saat tanggal pelaporan:;

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);

(d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events);

Pengukuran Utang

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah
Bl) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang
tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya,
seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan
kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku utang yang dihitung dari
nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang
belum diamortisasi.

Utang Bunga Berjalan (Accrued Interest)

Utang Bunga Berjalan atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang
pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode
pelaporan sebagai bagian dari utang yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang
jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal pelaporan.



2.3.4.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9.
Amortisasi Diskonto atau Premium
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur
utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman terdapat diskonto
atau premium, maka penilaian kewajiban tersebut selanjutnya
memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
Penyesuaian terhadap nilai diskonto atau premium dilakukan pada setiap
tanggal . neraca atau transaksi yang terkait diskonto atau premium.
Perhitungan tersendiri terhadap amortisasi atas diskonto atau premium
dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar basis hari
aktual/aktual. Bila terjadi diskonto dan premium (akibat reopening) terhadap
satu jenis utang yang sama, maka nilai diskonto atau premium yang dipakai
dalam menentukan amortisasi adalah selisih antara diskonto dan premium
(neto).

Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs
tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos utang dalam mata uang asing dilaporkan
kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan utang dalam mata uang asing akan
mempengaruhi pos pada Neraca untuk utang yang berhubungan dan ekuitas
dana pada entitas pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Hal-
hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari
masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu
halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi
diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi
antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
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2.3.5. Penghapusan Utang
Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur
kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Informasi lebih rinci mengenai penghapusan utang harus disajikan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos utang
yang berkaitan.

2.4. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

2.5.

2.6.

Untuk utang pemerintah yang diselesaikan sebetlum jatuh tempo karena keinginan
debitur untuk mempercepat pembayaran cicilan pokok utang atau adanya fitur untuk
ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas sesuai dengan persyaratan untuk
percepatan penyelesaian kewajiban tersebut maka perubahan nilai kewajiban tersebut

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos utang
yang berkaitan.

Tunggakan _

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun
pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai
jadwal.

Jumnlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur

(aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang.

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus
mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi
dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi
kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang
ditetapkan dengan persyaratan baru.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan
dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat
restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah
sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas
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masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang
kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan
dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi
sampai dengan jatuh tempo.

Jika jumlah pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang
termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai
tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama
dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam
persyaratan baru.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari
restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat
ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai
tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen,
tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut
untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat
tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus
mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur
dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan
yang seringkali harus diestimasi. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban
termasuk Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru sebagai
bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Dokumen Sumber Pinjaman Luar Negeri

Dokumen sumber yang terkait dengan Pinjaman Luar Negeri adalah Perjanjian Pinjaman

dan Memo Penyesuaian.

Dokumen sumber tersebut meliputi:

1. Dokumen Sumber Data Induk, yang meliputi:

a. Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) beserta naskah perubahan

perjanjian (Amendement Loan Agreement);
Selain sebagai dokumen negara, naskah perjanjian pinjaman merupakan
dokumen sumber bagi konfirmasi dan rujukan terhadap transaksi yang
berlangsung selama jangka waktu pinjaman serta sebagai bukti bijla dibutuhkan
dalam tuntutan atas pihak-pihak yang merasa dirugikan.
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b. Amendemen rescheduling/moratorium/organization;

c. Tanggal telah efektifnya Loan Agreement (effectiveness date) sebagai dasar
perhitungan commitment fee;

d. Amendemen perpanjangan tanggal batas penarikan (drawing limit) guna
mencegah illegal drawing dan sekaligus untuk mendorong pelaksana proyek
memenuhi jadual penarikan yang telah ditetapkan;

e. Amendemen perpanjangan tanggal closing date;

Amendemen perubahan tingkat bunga;

g. Amendemen perubahan kepemilikan atau assignment (pemindahtanganan) atau

merger.

. Dokumen Sumber Data Transaksi:

Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang

berkaitan dengan :
a. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

b. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

c. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga & Biaya Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

d. Penerimaan Pembiayaan (Disbursement) Pinjaman Luar Negeri
Notice of Disbursement (NoD)/ Withdrawal Authorization
Withdrawal Aplication
SP2D
SP3ULN
Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)

e. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
Notice of Payment (NoP)

- Surat Permintaan Membayar (SPM)

f. Pembayaran Bunga dan biaya Pinjaman Luar Negeri
Notice of Payment (NoP)

Surat Permintaan Membayar (SPM)

g. Reklasifikasi Pinjaman Luar Negeri
Maturity Séhedule

h. Penghapusan Pinjaman Luar Negeri
Surat Penghapusan Piniaman dari | ender
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i. Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri

Moratorium/Rescheduling
- Debt Swap

j. Utang bunga (accrued interest)

- Daftar utang bunga

2.8. Dokumen Sumber Surat Berharga Negara

Dokumen sumber Surat Berharga Negara meliputi:

a.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Ditjen Perbendaharaan;

b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Subdit Setelmen Transaksi, Dit. EAS, DJPU;
C.
d

Resume dokumen lelang SBN dari Direktorat Surat Berharga Negara, DJPU;

. Surat pemberitahuan pembayaran (notification of payment) cicilan pokok dan

bunga/biaya SBN dari Bank Indonesia.
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BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN

. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun

secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pembentukan Bagan

Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan
dinyatakan dalam istilah yang sama;

2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;

3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi utang antara lain:

AKUN NERACA
AKUN s URAIAN AKUN
1 ASET
11 ASET LANCAR
111 KAS DAN SETARA KAS -
1111 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah

11111 Kas di Bank Indonesia
111111 Kas di Rekening BUN (502.000.000)
111112 Kas di Rekening Ditjen PBN Pusat (500.000.000)

1112 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing
11121 Kas di Bank Indonesia

111211 Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD ( 600.502.411)

111212  Kas di Rekening Penerimaan PPH dalam valuta USD

111213 Kas di Rekening Penerimaan Migas (600.000.411)

111214  Kas di rekening PHLN

113 PIUTANG

1137 PIUTANG

11371 Piutang Dari KUN
113711 Piutang dari BUN
113712 Piutang dari KPPN

2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
211 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2114 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
21141 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman
211411 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
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211412 Baglan Lancar Utang Jangka Pan]ang Dalam Negeri
21142  Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah
211421  Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
21143  Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing
211431  Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21144  Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah
211441  Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21145  Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing
211451  Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
2115 Utang Biaya Pinjaman
21151 Utang Bunga
211511 Utang Bunga Luar Negeri
211512  Utang Bunga Dalam Negeri
21152  Discount
211521  Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
211522  Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
211523  Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
211524  Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
21153  Premium
211531 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
211532 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
2116 Utang Subsidi
21161 Utang Subsidi
211611 Utang Subsidi
2117 Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek
21171 Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Rupiah Jangka Pendek
211711 Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
211712 Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
21172 Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
211721 Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
211722  Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21173  Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek
211731  Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21174  Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
211741 Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
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212 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
2129 Utang Jangka Pendek Lainnya
21291  Utang Jangka Pendek lainnya
212911 Utang Jangka Pendek Perbankan
212919  Utang Jangka Pendek Lain-lain
22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
221 UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI
2211 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
22111 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
221111 Utang Perbankan Jangka Panjang
2212 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan
22121 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi
221211 Utang Dalam Negeri Obligasi
22122  Discount
221221  Discount Obligasi Negara
221222 Discount SBSN
22123  Premium
221231 Premium Obligasi Negara
221232 Premium SBSN
2219 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
22191 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
222 UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
2221 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
22211 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
222111 Utang Bilateral
222112 Utang Multilateral
222113 Utang Kredit Ekspor
222114  Utang Kredit Komersial
2222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan
22221  Utang Obligasi dalam Rupiah Jangka Panjang
222211  Obligasi Negara dalam Rupiah
22222  Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing Jangka Panjang
222221  Obligasi Negara dalam Valuta Asing
22223  Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang
222231  Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
22224  Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta asing Jangka Panjang
222241  Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta asing

W 1/ /s nﬂ
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22225  Discount

222251  Discount Obligasi Negara dalam Rupiah

222252  Discount Obligasi Negara dalam Valuta Asing

222252  Discount SBSN dalam Valuta Asing

222254 Discount SBSN dalam Rupiah

22226  Premium

222261  Premium Obligasi Negara dalam Rupiah

222262  Premium Obligasi Negara dalam Valuta Asing

222263  Premium SBSN dalam Valuta Asing

222264  Premium SBSN dalam Rupiah

22227  Utang Sewa-Beli

222271 Utang Sewa Beli

2223 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

22231 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

222311 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain

3 EKUITAS DANA

31 EKUITAS DANA LANCAR

31 Ekuitas Dana Lancar

3111 SAL

31111 SAL

311111 SAL

3112 SILPA

31121 SILPA

311211 SILPA

311212 Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu

311213 Koreksi belanja tahun anggaran yang lalu

311214 Surplus/Defisit

311215 Pembiayaan Netto

3116 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

31161  Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

3117 Selisih Kurs

31171 Selisih Kurs

311711 Selisih Kurs

32 EKUITAS DANA INVESTAS!

321 EKUITAS DANA INVESTASI

3214 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

32141 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

321411 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang /
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7 PEMBIAYAAN
71 Penerimaan Pembiayaan
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan
711111 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
7112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121  Penerimaan Hasil Privatisasi
711211 Penerimaan Hasil Privatisasi
7113 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN
7114 Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
71141  Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
711411 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
71142  Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711422  Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
71143  Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri -
Jangka Pendek
711431 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek
71144  Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri -
Jangka Panjang
711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
711442  Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121 Penarikan Pinjaman Program
71211 Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111 Penarikan Pinjaman Program dari OECF
712112 Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
71212 Penarikan Pinjaman Program Muitilateral
712121  Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
712122  Penarikan Pinjaman Program dari ADB
712123  Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
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7122 Penarikan Pinjaman Proyek

71221 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

712211 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

71222 Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

712221 Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71223 Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

712231 Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71224 Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

712241 Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71225 Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

712251 Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

71229 Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

712291 Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

7123 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negéra

71231 Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri

712311 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas

712312  Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas

71232 Penerimaan Surat Perbendaharaan Négara - Valas

712321 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbedaharaan Negara - Valas

71233 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
Jangka Pendek i

712331 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek

71234 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
Jangka Panjang

712341 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang

712342 Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang

713 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri

7131 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri

71311 Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang
Luar Negeri

713111 Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar
Negeri

71312 Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar
Negeri

713121 Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri

714 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

7141 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

71411 Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
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714111  Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

715 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

7151 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

71511 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

715111 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada
Pemda

715112 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada
BUMD

715113 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada
BUMN

7152 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

71521  Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran
Berjalan

715211 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar negeri TAB
“kepada Daerah '

715212 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negrei TAB
kepada BUMD

715213 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB
kepada BUMN

71522 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran
Lalu

715221 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL
kepada Daerah

715222 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL
kepada BUMD

715223  Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL
kepada BUMN

719 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

7191 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

71911 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

719111 Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

719112 Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena
Selisih Kurs

72 Pengeluaran Pembiayaan

721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

7211 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan

72111 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan

721111 Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor
Perbankan

721112 Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

72112 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan untuk Moratorium

721121 Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh

7213 Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi

72131

Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
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721311 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara

721312 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali

72132 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri

721321 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri

721322 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali

721324 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri

72133  Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri -
Jangka Pendek

721331 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek

721332 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
melalui Pembelian Kembali

72134 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri -
Jangka Panjang

721341 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang

721342 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
melalui Pembelian Kembali

721343 Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang

722 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

7221 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Program

72211 Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program

722111 Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri -
Pinjaman Program

722112 Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program

7221 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Proyek

72221  Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek

722211  Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek

722212 Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek

7223 Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara

72231 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas

722311 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri

722312 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - melaiui Pembelian
Kembali

722313 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri

72232  Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas

722321  Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas

722322 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - melalui Pembelian Kembali

72233 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
Jangka Pendek

722331 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek

722332 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek

melalui Pembelian Kembali
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72234 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
Jangka Panjang

722341 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang

722342 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
melalui Pembelian Kembali

722343 Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas-
Jangka Panjang

7224 Pengembalian pinjaman

72241  Pengembalian Pinjaman Ineligible

722411 Pengembalian Pinjaman Karena Pengeluaran Ineligible Sampai Dengan Tahun
2007

723 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali

7231 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali -
Pinjaman Program

72311  Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

723111 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

7232 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali -
Pinjaman Proyek

72321 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

723211 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

7233  Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembalii -
Pinjaman Proyek

72331 Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

723311 Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

AKUN PENDAPATAN

AKUN i = URAIAN AKUN
4 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42 Penerimaan Negara Bukan Pajak
423 Pendapatan PNBP Lainnya
4233 Pendapatan Bunga
42331 Pendapatan Bunga
423311 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
423312 Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
423313 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423319 Pendapatan Bunga Lainnya
42332 Pendapatan Gain on Bond Redemption
423321 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam
Negeri Jangka Panjang
42333 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/ Rupiah.
423332  Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
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43 Penerimaan Hibah

431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
- 4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri

43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri

431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan

431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
""" 431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri

43121 Pendapatan Hibah Luar Negeri

431211 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan

431212 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral

431213 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral

431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri lainnya.

AKUN BELANJA

AKUN . URAIAN AKUN

54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

541 Belanja Pembayaran Bunga Utang

5411 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek

54111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah

541119  Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan
Negara

5412 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang

54121 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara

541211  Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah

541219  Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara

54122 Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya

541221 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan

541229  Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya

5413 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri

54131 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang

541311  Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang

541312 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka
Panjang

54132 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek

541321 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek

541322 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - imbalan SBSN Jangka Pendek

5414 Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang

54141 Belanja Bunga Pinjaman program

541411 Belanja Bunga Pinjaman Program

541419  Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
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AKUN URAIAN AKUN

54142 Belanja Bunga Pinjaman proyek

541421 Belanja Bunga Pinjaman Proyek :

541429 Belanja Biaya/kewajiban {ainnya Terhadap Pinjaman Proyek

54143 Belanja Bunga Obligasi Negara

541431 Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas

541439 Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

54144 Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman

541441 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program

541442 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek

541449 Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan
Kembali Pinjaman

54145 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541451 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing

541459 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan
Negara

5415 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri

54151 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang

541511  Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas

541519 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban tainnya - Imbalan SBSN Jangka
Panjang - Valas

54152 Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek

541521 Belanja Pembayaran imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas

541529 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek
- Valas

542 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri

5421 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri

54211 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dailam Negeri

542111 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

542119 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat
Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

54212 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

542121 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

542129 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara
Dalam Negeri

543 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri

5431 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri

54311 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

543111 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

543119 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat

Perbendaharaan Negara Luar Negeri
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54312 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri

543121 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri

543129 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara
Luar Negeri

544 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption

5441 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali
Obligasi Negara Dalam Negeri

54411 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali
Obligasi Negara Dalam Negeri

544111 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali
Obligasi Negara Dalam Negeri

545 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam
Negeri

5451 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri

54511 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang

. 545111 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang

545119  Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka
Panjang

54512 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek

545121 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek

545129 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Disocunt SBSN Jangka Pendek

546 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri

5461 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri

54611 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang

546111 Belanja Pembayaran Disocunt SBSN - Jangka Panjang - Valas

546119  Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka
Panjang - Valas

54612 Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek

546111 Belanja Pembayaran Disocunt SBSN - Jangka Pendek - Valas

546119 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka

Pendek - Valas

3.2. Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan

a. Allotment Belanja.

Jurnal Standar untuk Allotment Belanja dilakukan dengan mendebet Piutang dari BUN,
dan mengkredit Allotment Belanja ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-
masing allotment belanja dalam DIPA.
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Allotment Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang.

P erl'\i?‘r.a an Nama Perkiraan Debet Kredit
Piutang dari KUN XXX
Allotment Belanja Pembayaran
Bunga/Biaya Utang + uraian MA XXX

b. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan
dilakukan dengan mendebet Estimasi Penerimaan pembiayaan yang Dialokasikan, dan
mengkredit Utang Kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan
pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

Perzﬁ:aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang
dialokasikan+ uraian MA XXX
Utang kepada KUN XXX

c. Allotment Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Allotment Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan
mendebet Piutang dari KUN dan mengkredit Allotment Pengeluaran Pembiayaan dari
masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

No.

Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Piutang dari KUN XXX
Allotment Pengeluaran Pembiayaan +
uraian MA XXX

" d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Saldo normal untljk perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kredit.
Perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dikredit sebesar pinjaman yang
jatuh tempo pada saat dilakukan reklasifikasi, dan didebet sebesar jumlah yang
dibayar pada saat dilakukan pelunasan. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan kurs tengah Bl pada saat transaksi. Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal pelaporan melalui reklasifikasi.
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1) Jurnal pada saat reklasifikasi dari perkiraan Utang Jangka Panjang:

P errli?r'aan | Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Jangka Panjang XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran Utang Jangka Panjang XXX
No. Nama Perkiraan ‘ Debet Kredit
Perkiraan
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu
diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

2) Jurnal pada saat pembayaran:

p er';?r‘aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX
Piutang dari KUN XXX
No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Utang Jangka Panjang XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran Utang Jangka Panjang XXX

f. Utang Biaya Pinjaman
Utang Biaya Pinjaman timbul dari Utang Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang
masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Terhadap Utang Biaya Pinjaman ini
akan dibuatkan Memo Penyesuaian yang akan digunakan sebagai dokumen sumber
‘dalam membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat Utang Biaya Pinjaman. Saldo
normal perkiraan Utang Biaya Pinjaman adalah kredit. Utang Biaya Pinjaman
dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan kurs tengah Bl pada saat transaksi. Utang Biaya Pinjaman diakui pada
akhir tahun anggaran.
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1) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun anggaran:

PerNk?r'aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek XXX
Utang bunga XXX

2) Pada awal tahun anggaran dibuat jurnal balik sebagai berikut:

Perrl‘l(ior.aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Bunga XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran
Utang Jangka Pendek XXX

Jurnal standar untuk pembayaran Bunga utang dapat dilihat pada jurnal realisasi
belanja. '

g. Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan
sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan kurs tengah Bl pada saat transaksi. Saldo normal perkiraan Utang
Jangka Panjang baik dalam negeri maupun luar negeri adalah kredit.

1) Jurnal pada saat dana diterima:

No. o . .
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Hutang kepada KUN XXX
Penerimaan Pinjaman Dalam/Luar Negeri XXX

Ditkuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui timbulnya utang

P erng.a an Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Panjang XXX
-Utang Jangka Panjang XXX

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu
diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)
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2) Jurnal pada saat pembayaran utang:

P er'l\l(g:aan Nama Perkiraan ) Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran cicilan
utang XXX
Piutang dari KUN XXX

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui pengurangan utang

Perrlq(ior.a an Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Panjang XXX
Utang Jangka Panjang XXX

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu
diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

. Utang Bunga

Utang Bunga diakui pada saat utang tersebut terjadi dan dibukukan sebesar nilai
nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah
Bl pada saat transaksi. Saldo normal untuk perkiraan Bunga Utang adalah kredit.

1) Jurnal untuk mencatat timbulnya Utang Bunga:

Perrl‘:?r.aa n Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Panjang XXX
Utang Bunga , XXX

2) Jurnal pada saat bagian Utang Bunga jatuh tempo:

p ertior.:;\an - Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Bunga XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran
Utang Jangka Panjang XXX
No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran .
Utang Jangka Pendek XXX

Utang Biaya Pinjaman XXX




PV il

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-30-
i. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan
discount
No : Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan S :
Utang kepada KUN XXX
Penerimaan Pembiayaan Penjualan
Obligasi XXX
Ditkuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu
No. ’ . .
Perkiraan A Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang XXX
. Utang Dalam Negeri Obligasi XXX

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan

pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

p erz?r.a an , Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN XXX
Penerimaan Utang Bunga XXX
Ho. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Dana Yang harus disediakan - Panjang XXX
Utang Bunga Dalam Negeri XXX

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja
pembayaran discount dengan jurnal

No. - . .
Perkiraan . Nama Perkiraan Debet Kredit
- Belanja Pembayaran Discount DN XXX
. ) Piutang dari KUN XXX

j. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan
premium ‘

p errl\l(?r.:;x an | Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN XXX
Penerimaan Pembiayaan Penjualan
Obligasi XXX

[
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Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

No. . .
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang XXX

Utang Dalam Negeri Obligasi XXX

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehmgga menimbulkan penerimaan
pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

Perﬁ?raan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN XXX
Penerimaan Utang Bunga XXX
No. Nama Perkiraan - Debet Kredit
Perkiraan
Dana Yang harus disediakan - Panjang XXX
Utang Bunga Dalam Negeri XXX

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehmgga
timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal

No. . .
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN XXX

Pendapatan Premium Obligasi Negara XXX

g. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja
operasional biasa dengan jurnal

p erng"aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi XXX
Piutang dari KUN XXX
Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun
. pengeluaran pembiayaan dengan jurnal
No., Nama Perkiraan Debet  Kredit
Perkiraan .
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang
bunga XXX :
Piutang dari KUN ) XXX
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Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

No.

Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Bunga Dalam Negeri XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX

h. Jurnal pencatatan Unamortize discount/premium

Unamortize terhadap discount/premium dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan
keuangan dengan jurnal penyesuaian

No.

Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Discount XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX
No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang XXX
Premium , XXX

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

p erﬁlpr-aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX
Discount XXX
No. Nama Perkiraan ' Debet Kredit
Perkiraan ’
Premium ' XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX

i. Jurnal pencatatan utang bunga berjalan (accrued interest)

Utang bunga berjalan (accrued interest) dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan
keuangan dengan jurnal penyesuaian

No.

Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang XXX
Utang bunga XXX
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Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

P erz?r% an Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang bunga XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX

J. Jurnal Pembelian Obligasi pada saat jatuh tempo

Obligasi yang jatuh tempo di beli dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan
pengurangan utang dengan jurnal

Perl'\:ic:f'aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi XXX
Piutang dari KUN XXX
No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Utang Dalam Negeri Obligasi XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX

k. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran
pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Per';](?r'aan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi XXX
Piutang dari KUN XXX
No. ‘Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Utang Dalam Negeri Obligasi XXX
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang XXX

Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

No, . .
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit,

Belanja Pembayaran Loss XXX
Piutang dari KUN TOXXX
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Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran
pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

No.

Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
- Pengeluaran Pembiayaan Obligasi XXX
Piutang dari KUN XXX
No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
Utang Dalam Negeri Obligasi XXX
Dana yang harus disediakan untuk .
pembayaran utang jangka panjang XXX

Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal

No. . .
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN XXX

Pendapatan Gain XXX

Perhitungan Unamortized premium/discount per seri obligasi akan dilakukan melatui
Memo Penyesuaian sebagai dokumen sumber dalam membuat jurnal penyesuaian.
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BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG

Di bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi
dari berbagai transaksi utang yang saling berkaitan untuk menghasilkan output berupa
laporan utang untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan
sistem dan prosedur akuntansi utang ini diharapkan agar fungsi-fungsi yang ada dalam
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dapat
terlaksana dan berlangsung dengan baik.

Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menangani transaksi utang
terdiri dari :

A. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri:

1. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

‘lowchart Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Penerimaan Pembiayaan (Disbursement) Pinjaman Luar Neger

MENKEU, DIT, Kasi Korpel/
No. Uralan APK,DJPBN/ iDirektur EAS | Kasubdit ST | Kasubdit AP Akuntansi Pelaksana
PIHAK TERKAIT PHLN Akuntansi PHLN
41 [Menerima dokumen pengalokssian rencana

penesrimean pembiayaan PLN (DIPA) dari Menkey

dan mendisposisikan kepada Subdit ST untuk acuan, DIPA DIPA

{penerbitan SPM dan Subdit AP untuk dibukukan.

L

2 {Menerima salinan dokumen DIPA dari Direktur EAS

yang akan digunakan untuk acusn penerbitan SPM.
DIPA

3 {Menerima dokumen DIPA dari Direktur EAS denl

mendisposisikan kepada Kast Akuntansi PKLN unluk|
:ﬂ;::kln pembukuan ke dalam Sistem Akuntansi DIPA
4 |Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA

dari  Subdit AP mendisposisikan kepada Korpel
Pelaksana unluk diproses iebih lanjut. DIPA 1
& |Menerima, meneliti dan memeriksa dokumen DIPA
dari Kasi Akuntansi PHLN untuk kemudian:
1. Melakukan Pembukuan dalam
Sistem Akuntansi PHLN

2. Mambunt konsep lap. Akuntansi PHLN dan
meneruskan kepada Kasi Akunlansi PHLN KONSEP
3. Menyimpan DIPA dan laporan daiam Filling System Laporan

Konsep Lap.
A
PHLN

Akuntansl
PHLN

6 [Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep
iaporan akuntansi PHLN dari Korpel/ Pelaksana sertal
meneruskannys kepads Kasubdit AP.

7 [Menerima, meneiiti, memeriksa dan memaral konsep)
laperan skuntansi PHLN dari Kasi Akuntansi PHLN

serts meneruskannys kepada Dieklur EAS untuk]
ditandatangani

Konsap Lap.
A
PHLN

8 |Menerims, maneliti, memeriksa dan |

9 f
laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AP untuk| L CAP. — LAP.
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait AKUNTANS AKUNTANSI

PHLN PHLN

Ket :

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setsimen
AP : Akuntansidan Pelaporan
PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
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2. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.
Flowchart Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri

Uraian

MENKEU, DIT.
APK, DJPBN/
PIHAK TERKAIT|

Direktur EAS

Kasubdit ST

Kasubdit AP

Kasi

Korpel/
Pelaksana
Aluntansi

PHN

Mererima  dokumen  pengalokasian  rencand
penerimean pebiayaan PLN (DIPA) dai Menke|
dan mendsposisken kepada Subxit ST sebagal
auan perebitan SPM dan Subdt AP il
dibuakan,

Menerima dokumen DIPA sebagai acuan penerbitar
SPM

Menerima dolumen DIPA dan - mendiosisikar
kepada Kas Aluntans PHN untuk dilakuiar
pembukuan ke dalam Sistem Akuntans PHLN

DIPA

» DIPA

DIPA

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa dokurren DIPA
daianitAPdmnerdsmsisikmlepamNrpqu
Pelakszra untuk digkuken pembukan ke daan
Sistem Aluntansi PHLN dan menyusun laporan,

DIPA

Menerima, menefti den memeriksa dokurmen DIPA

dari Kasi Aantansi PHIN untuk kemudiar

1. Melakukan Perrtbukuan dalam
SisemAkuntans PHLIN

2 Membuat konsep lap. Auntansi PHLN dan
menerusken kepada Kasi Akurtansi PHLN

3. Menyimpan dokurmen DIPA dan Laporan
dalam filling system

DIPA

Menerima, menelifi, memerksa dan memeraf konsed
laporan akuntansi PHUN dari Korpel/ Pelaksana sertq
menenskannya kepada Kasuhdt AP,

Menerimg, menelit, memeriksa dan memeref konsey)
laporan auntans PHUN dari Kasi Aluntansi PHLN
serta menenuskannya kepada Direikdur EAS uniuk
ditandatangan.

Menerima, menelif, memeriksa dan menandatangan
laporen dartansi PHUN dari Kasubdit AP untik
kermudian mengirimkannya kepacta pihakepihak terkait

AKUNTANS

AKUNTANS

Kensep Lap,
Alurtansi

: Evaluasi, Akuntarsi den Setelmen
: Adrinistrasi dan Verifikesi

: Setelmen Transaksi

: Akuntansi dan Pelaporan

PHLN: Pinjarmen dan Hibah Luar Negeri
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3. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga Pinjaman.

HmansedwNmntansiNd(asimmPerrbayamnbmgapirianan

No. Uraian APK, DUPBN | Direldur EAS| Kasubdit ST | Kasubdit AP| Akuntansi
PIHAK TERKAIT PHLN

1 [Mreima  doumen  pengaokesan mzd
perrtayaran bungafee pinjarmen (DIPA) dari Menkey
dan mendsposiskn kepada Sbdt AP ui | DIPA » DIPA
dibukken dan mermbuz lqporan.

2 [Menerima doluren DIPA sebaga anuen penertitar] Y
M

DIPA

3 [Mnaima doumen DIPA dan mendisposisikan
kepada Kas Antans PHN ik digkuicar
perrbukuan ke dalam Sistem Aintansi PHLN dany DIPA
merrbuat Laporan

4 |Menerima, menelii den memeniksa dokumen DIPA Y
dari Subdit AP selanjunya mendisposisikan
Korpe/ Peldksana uhk dilakken perrbukuan

. DIPA
ddlan Sistem Alurtans) PHLN dan merbuzt laporan,

5 |Menerima, menelif dan memeriksa dokumen DiPA

dari Kasi Akuntansl PHIN untuk kemudian:

1. Melauken Penbukuan dalam
SstemAluntans PHN

2 Membuat konsep {ap. Akuntansi PHUINdan

menerusken kepada Kasi Antans PHLN

3. Menyimpan dokurren DIPA dan Laporan

daanfilling system

DIiPA

Kensep Lap.

e

laporean dantans PHLN dari Korpel/ Pelaksana Konsep Lap

| 6 |Menesima, rrenel, memeriksa den memad
‘ reneruskamya kepada Kasubdit AP, Aarntansi

7 {Menerima, menelif, marmeriisa den memerdf konser)

laporen dantans PHLN dai Kas Aluntansi PHLN KonsepLap.

“ sata menenskamya kepada Direldr EAS untuid Akntansi
dtandatangani.

7 Nea‘rra,nemliﬁ,nmerilmdmmﬂaa\gmil L
loporen duntansi PHN dari Kesubedt AP el [P, AP,
kemuden mengiihennya kepada pihak-phek terit| | AUNTANS! AUNTANST

Ket:

EAS : Bvauasi, Akuntansi dan Setelmen
AP Alntansi dan Pelaporan
PHN: Pinjarmen dan Hbeh Luar Negeri




MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

4. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Disbursement).

FLOACHART PROSEDUR PENERIMAAN PEVBIAYAAN (PENARIKAN) PINJAMAN LUAR NEGER

epaca Qubxdt AV PHN itk dherifis den Qubdt
{urkk chertitan SPMULN st Sk AP urkk dbuekany
{dnrentust lepaan

memerksa as keberaran NCD ditagh dleh lerdr i
reneruskan kepech Subddt ST urtk cdkertiban SPMUN

Mrgime ddamen NOD i Qb AV PHIN daf
ek

1 Rereliian dan pervarikean abos leberaran

taghen

2 Aintat payrrent ohemacs

3 Mnertifen SVRUN

lemda mnmskan PVRUN diarpii NOD dar
parrert bb o mab kepada Credr EAS LrhK
dordetargan.

\.£4

Mnaria, mened, mermerken den merendetangeri SPVP.
UN temudn ddgodden lepah Sbdt AP il
dbukden dan diiim kepeca O PKN urkk itk
PLPUN

\E2]

MeniTe, memeriksa din enelf SVRUN dan Drelu
EAS kemudn medepossken lepat Kas Aoyt
FHN uk doueken dn mebust b danias
PHN

Mrngira mameiea dn meneli SVRUN dan datar

recieas parvbayaran dolen poick ubrg dari St AH
emudan merdsposishan kepecka Kapel' Peldksaa b
P st PN

Mraimg, maneksa dan menelf SPVRUN dar Kad]
Artrs PNk emudan:
1 Mickkan Rtk diiam

SeemAlrtns PHN
2 Marrhuet kneeplep. Akrtans PHNGn
mEnerusken hepeda Kasi Alrtens PHN
A Mgy SFWRUL

DA

3]

Mengimg, renel, meariksa dn menatiken SPP)
UN sata merenskan bepeda Berk dresia sebage]
s Yarcler drm keparks lendar’ ey, Cleh [t PN
iz SPARUN den defber peratibn 9720 dli]
hepata Ot EAS untk dicta seteken

1%

" g tesuag dai Kasi Aurtare PHN K femadan:

Mrgimg maveksa dn meneil ditr nodksos PP
LN den deflr reclisesi parbayaen ddten pock dat

1 M e Perrba o percataan ddam
SeemAurtre PHN

2 Maxet kesplzp Aurtrd FHNGn
mEneruskn epec Kas Aartn FHN

3 Mrgrimcdumen SPRUN date rechsos
SPARUN
Jepa QLR AVRHN
ik d-iling i

A 4

oy AP,
&Koreeplan
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5. Realisasi pembayaran Cicilan Pokok Utang.
FLOACHART PROSEDUR PEVBAYARAN JALANPCKOK ANJAVAN LLBRNEGER

1 [Mersira diuren Nk of Panrert (NP e oda
. koK urg i ek chrey cbn erdspoein ey

St A/ FHN utk dheriles dn Subdt ST uri NOP NP
diertiten SAVMULN serta Subok AP urtk dixkan diat
rentuet poan "

2 [Mreima dgoss Oedr BAS lemda b 4

memeiksa s iebenaan taghen dn partitrgn
erg diegh deh rchy cbn et Qb NOP
rbkdiation SMUN

3 {Mreima dhren NP dai St A7 PHN da
meaan:

1. Pereiiandan panerksaen atzs ebenaan

tegien

2 Pt payrert b temece

3 Mratilen SMUN
lemuadanmengrusen FMUN diarvpii NOP den peyrend
o berrece hepach Dreidr EAS urtuk denditargari.

g8 []]

4 [Mreims merei, meeiksa dn neradeagai S
UN femdan ddsosiskan lepah Qb AP urby
diuken dn dviim lepara Dt PYN bk chiertiter
SPDUN

Ed

5 |Mreima maveisa dn medd SMUN dn dita

ledissi penteyaran odan pokck dai Drer EAS

N

Ed

6 |Mreim nemaica dn medf FMUN dn did
resisas perrteyaran ddan ok warg di Sk AH
ermudan mendsposshen kepeda Kopell Redsama i
dbukuen dnmerhe lporan dartars PFHN

7 |Mreima reveksa dn megé SMUN dn dits
recisesi pavteyeran dolan ik Wbrg dai Kas Aurtarg
FHNutklemdan:
1 MiinPartknddam
SsemAurtas PHN
2 Moty ioreeplen, Acrtars AHNGn
. merenganhepadaias Aartars FHN
3 Megrimeluren SMU Néentampranie
PN

E2

— : 8 |Mrwing meeid, memeiksa dnmeretiten PDUN
serta merenskan kepech Berk inctnesia scher sl
[varslr dnalepechiendar doror. Cleh Dt AN ehsad
. [SPZDUN den defer perertitan SP2D dlimn e [

EASubkdiasidan

9 {Mreivg o dn memeisa SPDAUN lemuda
mezkian:

1 Trereler heperhlendsyf dny

2 Mongrimichir reelisas parrbayaren ebas dan
pdckfeeuayhepadalt EAS




10

Mnesia SPDULN datr perertitan SPDALN dat X
PN din detar reisasi parvbeyaren cidan poiok utang]
kam.ckan rendposishen hepects:

1. bt STurtk mengp dae dtaOMFAS

2 Sibck AVAH Nurt kvt

3 Sk APurt k dhakkan den matugt kparan
durtng PHN
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i1l

Mraimg, mareks dn meelt PDUN data]
recksan SZDULN cin ks reckssi parbeyaran cdla]
pick uag sk lemdan medakn s g
OMFAS don menarskan hepads Subdt AV RHUN urty

Mraimg mevekss dn merdii PDUN data]
recisas SPZDULN din deftr redissl patbayaran adla
\WFASyagd: bk ST termud: sy
epat Sbck AP ik dbuaken din mentut
durtrs PHN

13

M, mameics dn meié PDUN datal
ok LLzng dri Subdt AVPH N ermudan rerdiposiskea|
epacia K Artore PHN Uk dbuukan den rentad
laporan dartans FHN

Mreim, neveie dn meet SDUN dhal
redicas SPIDUN don ciftr reckicas perrbayaran cidia|
ok Uag dai Stdt AP kemudan mendsposidr]
lepaca Kapl/ Puldezra urak ditkn dn et
laperan ahrtars FHN

%

UN din dtar reclisasi parvbayaran diddan pokk, g
i Kas Aertrg PH Ntk kemudan

1 Melaudn Perrbue sy percattn cdam
SsemAuntas PHN

2 Mttt feneeplap Aartans PHNdn

mrenenson kepaca Kas Alrtans PHN

3 Mrgimdken SPDUN deta rediscei

SPDUNdN defer reclisesi pabayaran ddlan

pekk danbungafee tzng kepera Subct AVPHN

urtkd g sysam

16

Menerime, renel, memerkea dn maTerd koeep o]

ortand FH Ndisi Kol Ry K
epecakentrtt AP

17

Mnerimg, menei, merreriesa din mema d hnesp o]
drtrs PHN doi K Autas PN satd

Korseplip
gk D EAS bk dendarge Martarsi
PHN
18 [Mrerim mendif, memeriksa dn menencdtanga gpara]
durtrd PHN dai Kbt AP ik kemudad ] V..
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6. Realisasi Pembayaran Bunga Pinjaman.

FLOACHART PROBEDLR PFEVBAYARAN BUNGADAN BAYAPNJAVAN LLARNEGER

e

1 |Mrsims dhuren Nie d Panet (NP
hrgefaa wryg dai ledsf dror dn i

eparts Sk A/ PHN Uk charias dn Sk NP NP

itk drtiten SAAUNssta .tk AP urkk dhk

dnnerixetipom "

2 |Mrgina dqosd Oredr B lendan

meeriea & letmaan tghen din petibrgn
yery dtagh deh lencr den merensken ke St NP
rikdiatiten SMUN

3 |Mreima ddumen NP di St A/ FHN df
mécuan:

1 Rreffndnpeiemasicoan

teghen

2 Ritatparetotemae

3 Mratitan FMUN

lemui Hen SFMUNd i NP dny

o bemec bepach Cieur EAS itk dhaditargan.

Ed

4 |Mreims meneit, mevedsa dn meedtagei S
UN lemudan ddgiden qurh Sbdt P itk
ke dn dhim b It PN rbik ditit] M

)

5 [Mres mereiea & e SN o o

s e brgtise i g B ‘]
M

ke o ot FHN

6 [Mroiy meveiea dn ned§ SMUN dn dies
st ey buptia warg di Stk A

lemuian merdsossian hepech Kope Ricksana uru 2.1

dhidendnmerhetiqorandurtans FHN

7 |Mraimg mevelsa dn et SAAUN dn et
reeksas pervteyaren urgetiava warg di K Awrry
FHNutkieman:

£2

1 MiduenRartuundian
Sz N

2Mnhaiaepln Autes PNn
e Autns FHN

8 [Mreina meei meveieadnneatiten SFDUN
s meesken epach Bk rotresia setup et
Verdly cralenachlendy dro. Oeh Dt ANt sa
FPDUNdn difler perertiten P dhimieparh [
EASurtkdiea sfden

g |Mreima medit dn et FIDUN i
mézken:

1 T lepechledy/ dry

2 Mosten dn e ot s
brtaauTpigeE S




Mreira SPDUN datr peratitn SPDUN dai O
PN dn 0oty redisesi pebayaran g tiava gl
lemuamendspoedenlepada:

1 Qb STukk mengupddectalMAAS

2 Qb A/FH Nut K chverificas

3 S.bdt APurkk dbuidendavrehd laporn
s PHN
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1

Vet mameies dn mret SDUN o
reckesi SPZDAUN din cit reeie penbeyaan b

rguikl ke petdo e VS o
APtk o

12

Migima, meveke2 dn el PDUN ddta
s PDUN dn dia redisa parboyaa
hrgatiaa g ceta medukan vaked da \poig
dta DMFAS yarg dldukan Qbdt ST femudad

— Pukkdh,

Mreima memeksa dn meekl FDUN doen
rechseei SPIDAUN don ety rekeess permbayaran ddkar]
ik g di Uk AVPH Nlemudannerdigosicia
epa Kai Auntzng PHN sk ddan dnnenty

iapran dartans PHN

Mrgime, mavelea dn medli PDUN dit]

rdsE PDUN dn dha mefsai perbosra

[nrges iy i St AP femudan mendsposickar]

epecta Kapel/ Reidra ik duken don merhit
durtrs PHN

15

Mreims, neTelss dn meel dla mdiss D)
UN dn dr resisas penbayaren gy feo ary day
[Kesi Aurers PHNutklemudan:

1 Midelen Rty panctdan ddam
SeemArtra FHN

2 Mot erspiap Aurtars PHiNGn
merenseniepahka Aerizs FHN

3 Mrgiimddemen SPDUN difr resficsi
FDUNdndAT redisas ptayaran
burge iaauaghepats St AVPHIN
utkdHigyeam

Mraire, merei, nemaks dnmaTad losp ko
dartars PH Ndai Kape/ Pddera srtamenensiaTyd
epatiatat AP

(Mowrima rrere, e dnmeved |

mwmmmmﬁm
Ol s EAS Utk ot i

Korseplap

18

{revriamyalefmt ik e

Mg, meneit, mermarkea dan menanddargen L
duras FHN dot Kabdd A ek lemudat

AN

AUNTAS

- Belues, Aartans dan Setdren

B e———"
: Aartans den Feaoran

FHLN: Frjamen cen Hieh Ly Negr
SPV: Srat ParirchMarbayer
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7. Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan.

Fowchart Sistemdan Prosedur Aluntansi Peryusunan Laporan Utang

J
MENTERI KEUANGAN®

Uraian

Direkur EAS

Kasubdit AP

Kasi Aluntansi

Kasi
Konsolidasi
Data

Laporan dan
Publikasi

Alantansi SEN

4 {Mevbuat konsep taporan Pijaen Luar Negeri

Konseplap

Finjaran Luar

2 (Mneima memeifles,  menelli da
enyanpakennya kepeda Kasi Konsolidesi Deta.

Korseplap.

Pirjaren Luar

3 [Mrgiva nemaifles,  merefi o
mengkonsolidasiennya dergen laporn ulang dard
Penyaiian Laporan dan Pbikesi

4 |Menerime, memverifikasi, menfill dan’ menyisplen
fonsep surat pengarter dan formmet laporan utang derd
perrtiayaen lau menyapeikarnya kepera Kasubd
AP,

Konseplap
Keuangan atas

5 [Mnaima mendif dn memad forsep
- pengartar dan leporen utang den partbiayeen
enyarpakamyalepada Cirkdur EAS

6 {Mnaima memerksa dan menanddangan
utang dan perbiavean ik disanpailen

Ket:
EAS : Bvdues, Aentansi dan Setdmen
AP Aartarsi den Pelaporan
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8. Reklasifikasi Utang. ,
FLOWCHART PROSEDUR REKLASIFIKAS! UTANG

: Al | S

Menerima dokumeniprint out payment schedule yait data

bagan uiarg jngka penjang yang tlah menjad wang Dok
angka pendek dan mendisposisivan kepada Subdit AP i Payment
drekdasifikasikan, dbukuken dan membual laporan Schedue

2 |Meeima disposs Direkdr EAS kemudan menelit

memeriksa atas kebenaran dokurmen peyment schedule darf Dok
menenuskan kepeda Kas Akuntansi PHLN Payment
Schedule

3 |Menerima dokumen payment schedue dari Subdit AP darf
melaudean :

1. Peneliian dan permeriksaan atas kebenaran dok paymen Yy
2 Mereldasifikasikan utang jk panjang miad utang jk pendek
kermudian meneruskan dokumen payment schedule kepadd Schedule
loordnator  pldksanapeldsana Uik dilakukart
pencatatanfumd Uk selanjunya dibuetken  konseg)
laporan

4 |Menerima dolumen dan disposisi rekasifkas deri Kasf y
Auntans PHN den melakukan :

1. Pengiitian dan pemariksaan atas kebenaran dok paymen
2. Moredasifikasikan utang k parjang miadi utang jk pendek
kemudan didaden pencalatanjumd unhk selaniutnyg
dibuatkan kansep faporan

-5 [Menerima, menelit, mermeriksa den memaref konsep laporart
akurtans PHLN dari Korpel/ Pelaksana serta meneruskannyg
kepada Kasubdit AP.

6 |Menerime, menslif, memeriksa dan memeraf konsep laporat
meneruskannya kepada Direkdur EAS untuk ditandetangani

7 [Menerime, meelit, memeriksa dan menandatangani laporar] - 5
durtens PHN dai Kesbdt AP Wik femuda| (AP AP,
mengirimkannya kepada pihak pitck terkit AKUNTANS! AKUNTANS!

PHLN PHN

Ket:

EAS : Evduas, Akuintansi dan Setelmen
AP Aantansi den Peigporan

PHN : Pinjamen dan Hibah Luar Negeri
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9. Penghapusan Utang.

- 1 [Mneime douren penghapism uang bk )

) meLpun setuiya dar Lender dan rendposisin kepad| Dok Perg Dok Perg

St AV PHN untik herifias dn Subdt ST wn| hapusan 5] hepusan
\/

dbuséen SK Penghasan

2 |[Mreim dgoss Drédr EAS kemudan 7

s hetereran csamen penghep Dok Peng
meensken kepaka Sibdt ST utk diekan hepusan
PenghepusanUang

3 [Mraims dduren penghqusan g dai Subdt AM
PHNdnmeduan: Dok Peng
Rengiian dan permeriksaen atas keberaran dokumen

penghausan wang kemudan fe Dirddar £AY
urtuk dtandetangani

5 [Mreim rendt, meves duren uag satd

y
menenusicn kepara Kasi Aurtans PHIN sebegsi cosa Dok Perg
: memtxiuen penghepusen utang hapusan
j‘l
6 [Mrome medd, meeka dumen dn N
penghepusan uang seta menenusian kepada Koordetoy Dok Peng
Pederafdean uhk martuuen pengrgsad hapusan

R 8 [Merima, mene, merie pentiken B o] TR

L

AP Aantasi dnPdaparan
FHN : Frjamen dan Hbeh Luar Negeri
M : Suret Parintzh Mebayar
2D : Sirdt Perirtzh Percaran Darat




10. Rekonsiliasi.

Rowchert Prosecur Alantansi Rekarsiliasi Finjarmen Luer Negeri
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Usian

OT. A
DUPEN RHAK

TERCAT

Oirkur EAS

Kasi Aartansi

KapdRidsan mayapen ddumen Rt
pensiTeEn pentiaeen dn pentaaen AN
berenrekorsiies priamen L regi dergen B, Ot AN
ik dtukuen dn menbuet bpoen yarg didesardiard
sefaphuian

praien dn pnteean shed dsr Hod
priaen ker regeri dgn B, Ot AN urtik dialda]
m@mmmmm
ssarinadizusan kepch Kaaubdt AP

Katd AP meeima neel ke duner
mmmmmﬂaamm
PHNdn Ko Redderanelkuien onsiias crgar]
B, CtAN

KopdFRddsra neyiglen ke lgoren has‘w
rekrsias pererien dn pentayeren Ltk dsanpelir]
drard hepda Sds Adrters PHN ik dseneikar]
hepech Kastidt AP dn Drekr EAS

K Aurtas PN meraina korsep lporen e
reorsiias pererien dan penbayaan diit dan di
searjung disnsien lepech Kasubdt AP din Dradur
S

Keubdt AP mereriva kreep teporen hesi sl
pererien cbn pertteyeran ik el cbn dendsbrgen
selauya diepaien bepeh Drer BAS i d flrg-
Systemd Adep

Keengen

EAS - Bdes At cbn St
AP : Aartans dnPRdanoren
FHN: FriamendenHoeh L Nege




11. Restrukturisasi Utang

-
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Restecirg’ Ditt Suep) i Dhjen PU it Lerels, bemuda |

AN K dadr
ag!

Mrgima deosd Oridr BAS lemuan megdriisresian daf

Swep dri SLbck AV b ke pancatn pia DMEES i

Mraoi POt Sag dn merdqusision fepec Kext
| Aerte FHMrbkdproees ibhient,

[Mngrima depodd dar etk ered, ek Sren Ooume]
K diuenlecianjurd dnmey

¥ BH
lepran

kgDt Swept brgcr ¥

ke " yurtre L

et i
3Marillr jajanMra SOt

Mrmimg nerel, memeiea paviucendan bpran At PHN
serta menprdhya ukk sbrivina merensen kepaca D BAS
\rhk derktagi

Y e oy e rm————
FHN i Kaabct APk ke rergiinieya kepech phed
ekt

»

 Aartand dn Rdgooan

PHN: FrinendnHiehLuer N
M : Sret RevtehMateger
D Srd ReitzhRacaran D
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Sistem dan Prosedur Akuntansi Surat Berharga Negara:
Alokasi Rencana Penerbitan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Penerbitan SBN

No.

Uraian

Menteri
Keuangan

Direktur
EAS

Kasubdit
AKLAP

Kasi
Akuntansi
SBN

Pelaksana
Akuntansi
SBN

Menerima  dokumen  pengalokasian  rencangy
penerbitan SBN (DIPA) dari Menteri Keuangan dan|
mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk]
dicatat/dibukukan.

DIPA

.| DIPA

Menerima  DIPA  dari  Direktur EAS  dan)
mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untu
dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari
Kasubdit AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana
untuk dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam
Sisten Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi
SBN laiu diarsipkan.

DIPA

Menerima, menelii dan memeriksa DIPA dari Kasi
Akuntansi SBN untuk kemudian:
1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam
Sistem Akuntansi
2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang
rencana penerbitan SBN dan meneruskan
kepada Kasi Akuntansi SBN
3. Mengarsipkan DIPA

KONSEP
Laporan
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep|
laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta
meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsepl
laporan akuntansi SBN dan Kasi Akuntansi SBN serta)
meneruskannya  kepada Direktur EAS  untuk|
ditandatangani.

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani|
laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk]
kemudian mengirmkannya kepada pihak-pihak terkait

LAP.
AKUNTANSI
SBN

Ket:
PU
EAS
AKLAP
SBN

: Pengelolaan Utang

: Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
: Akuntansi dan Pelaporan

: Surat Berharga Negara
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2. Alokasi Rencana Pembelian Kembali SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pembelian Kembali SBN

‘No.

Uraian

Menteri
Keuangan

Direktur
EAS

Kasubdit
AKLAP

Kasi
Akuntansi
SBN

Pelaksana
Akuntansi
SBN

Menerima  dokumen  pengalokasian  rencan
pembelian kembali SBN (DIPA) dari Mentea
Keuangan dan mendisposisikan kepada Kasubdi
AKLAP untuk dicatat/dibukukan.

DIPA

»| DIPA

L~

Meneiima DIPA dari Direktur EAS da

mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untum
dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistemn
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA da
Kasubdit AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksan
untuk dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalal
Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansil
SBN lalu diarsipkan.

DIPA

Menerima, meneli dan memeriksa DIPA dard Kasi
Akuntansi SBN untuk kemudian:

1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam
Sistem Akuntansi

2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang
rencana buyback SBN dan meneruskan
kepada Kasi Akuntansi SBN

3. Mengarsipkan DIPA

KONSEP
Laporan
Akuntansi
SBN

Menerima, meneli, memeriksa dan memaraf konsep)
laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta
meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep;
laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN sertal
meneruskannya kepada Direktur EAS  untuk
ditandatangani.

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani
laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait

LAP.
AKUNTANS!

SBN

Ket :
PU
EAS
AKLAP
SBN

: Pengelolaan Utang

: Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
: Akuntansi dan Pelaporan

: Surat Berharga Negara
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Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pelunasan SBN

No.

Uraian

Menteri
Keuangan

Direktur
EAS

Kasubdit
AKLAP

Kasi
Akuntansi
SBN

Pelaksana
Akuntansi
SBN

Menerima dokumen pengalokasian rencana pelunasan|
SBN yang jatuh tempo (DIPA) dari Menteri Keuangan
dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk
dicatat/dibukukan.

DIPA

DIPA

Menerima  DIPA  dari  Direktur EAS  dan|
mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untuk
dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu
diarsipkan.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasubdi
AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana untuld
dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam Sistem)
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN laly
diarsipkan.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dan Kasi
Akuntansi SBN untuk kemudian:

1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam
Sistem Akuntansi

2. Membuat konsep tap. Akuntansi tentang
rencana pelunasan SBN dan
meneruskan kepada Kasi Akuniansi SBN

3. Mengarsipkan DIPA

KONSEP
Laporan
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep
laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta
meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP,

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep|
laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN sertal
meneruskannya  kepada Direktur EAS  untul
ditandatangani.

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangan
laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk]
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait

LAP.
AKUNTANS!
SBN

Ket :
- PU
EAS
AKLAP
SBN

: Pengelolaan Utang

: Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
: Akuntansi dan Pelaporan

: Surat Berharga Negara
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4. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga SBN.

Flowchart Sisdur Akuntansi Alokasi Rencana Pembayaran Bunga dan Biaya SBN

Uraian

Dirjen PU

Direktur
EAS

Kasubdit
AKLAP

Kasi
Akuntansi
SBN

Pelaksana
Akuntansi
SBN

Menerima  dokumen  pengalokasian  rencana

dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk|
dicatat/dibukukan.

pembayaran bunga dan biaya SBN (DIPA) dar Dirjen|’

DIPA

| DIPA

Menerdma  DIPA  dari  Direktur EAS  dan|
mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untuk]
dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem|
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN {aiu|
diarsipkan.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasubdit|
AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana untuk
dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam Sistem
Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu
diarsipkan.

DIPA

Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dar Kasi
Akuntansi SBN untuk kemudian:

1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam
Sistern Akuntansi

2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang

rencana pembayaran bunga dan biaya SBN

dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi SBN
3. Mengarsipkan DIPA

KONSEP
Laporan
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep}
laporan  akuntansi SBN dari Pelaksana serta
meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP

Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep
laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta|
meneruskannya  kepada Direktur EAS  untuk
ditandatangani.

Konsep Lap.
Akuntansi

SBN

Menerima, meneiiti, memeriksa dan menandatangani
faporan akuntansi SBN dari Kasubdit AKLAP untuk|
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait

PU
EAS

SBN

Ket :

: Pengelolaan Utang
: Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

: Surat Berharga Negara
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5. Realisasi Penerbitan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Penerbitan SBN

. Kasi Pelaksana
No. Uraian Dit. PKN, Dit. SBN Direktur Kasubdit ST Kasubdit Akuntansi | Akuntansi
DJPBN EAS AKLAP
SBN SBN
1 |Meneri lelang p i SBN darj
Direktur SBN dan mendisposisikan kepada Kasubdif
ST untuk disetelmenkan serta Kasubdit AKLAP untuk| Dok. | Dok.
diakuntasikan. Lelang Le|ang
2 Meneri dok lelang penerbil SBN  dari|

Direktur EAS kemudian menerbitkan konsep SPM
untuk ditandatangani Direktur EAS.

3  [Meneri dan i  SPM iy
menyampaikannya kepada Direktur PKN.

4 |Menerima SPM dan menerbitkan SP2D laki A 4
ditembuskan ke Direktorat EAS
§P2D
v v
5 [Menerima dan menefit:
1. Dokumen lelang dari Direktur EAS .
2. SPM dari Kasubdit ST

3. SP2D dari Direktur EAS
lalu isposisil kepada Kasi Ak i SBN

6 |Menerima, menelit, dan memverifikasi Dok. Lelang,
SPM, dan SP2D dai Kasubdit AP kil
di ya kepada Pelak

7 ima, meneliti dan iksa dan Dok. Lelang,|
SPM dan SP2D lalu membukukannya dalam Sistem

) Konsep Lap.
L laporan 8BN, dan
i dokuman maliput Akuntansi
A g . SBN

P pener iayaan dan p
akibat penerbitan)

8 Meneri mensliti, iksa dan f konsepi

laporan  akuntansi SBN dari  Pelaksana serts) Konsep Lap.

meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP, Akuntansi
SBN

9 |Menerima, menelit, dan f konsep;
laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta) Konsep La
meneruskannya kepada Direktur EAS  untuk] °p Lap.
i Akuntansi
ditandatangani. SBN

10 [Menerima, menel, iksa dan i
laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk!
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait

LAP.
AKUNTAN-SI
SBN

PU  :Pengelolaan Utang

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
ST  : Setelmen Transaksi

AP : Akuntansi dan Pelaporan

SBN : Surat Berharga Negara
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6. Realisasi Pembelian Kembali SBN (Cash Buyback).

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Cash Buyback SBN

Kasl Pelaksana
v Dit. PKN, Direktur Kasubdit
v No. Uralan DJPBN Dit. SBN EAS Kasubdit ST AKLAP Akuntans! | Akuntansi

. . SBN SBN

1 [Menerima dokumen lelang Cash Buyback deri Direktur
- SBN dan mendisposisikan kepada Kasubdit ST untuk]
- disetelmenkan  serta Kasubdit AKLAP  untuk| Dok. Dok.

diskuntasikan, Lelang Lelang

2 |Menerima dokumen lelang dari Direktur EAS falul
menerbitkan konsep SPM  untuk ditandatanganij
Direklur EAS.

3 ( dan gani SPM  lalyl
menyampaikannya kepada Direktur PKN

4 |Menarima SPM dan menerbitkan SP2D  laly A
ditembuskan ke Direktorat EAS -

SP2D

5  jMenerima dan meneliti:

1. Dokumen lelang dasi Direktur EAS

2. SPM dari Kasubdit ST

3. SP2D dari Direktur EAS

disp kepada Kasi i SBN

lalu

6  |Menerima, meneliti, dan memverifikasi Dok. Lelang,
SPM, dan SP2D dari Kasubdit AKLAP laly]
posi kepada P

7 M ., meneliti dan iksa dan Dok. Lelang,
SPM, dan SP20 lalu membukukannya dalsm Sistem|
Akuptansi, . membuat laporan akuntansi SBN, dan|
mengarsipkan dokumen

B8  [Menerima, menelili, memeriksa dan memaral konsep|
laporan akuntansi SBN dari Korpel/ Pelaksana serlal
meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP., Konsep Lap.
Akuntansi
SBN

9  |Menerima, menelili, memeriksa dan memaraf konsep)

- . laporan akuntansi SBN dari Kasi Akiintansi SBN serta)
] meneruskannya kepada Direktur EAS  untuk] K:::m::?
dilandatangani

SBN

10 [Menerima, menelit, iksa dan i
laporan akuniansi SBN dari Kasubdit AKLAP untuk{
kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait

Ket :
PU  :Pengelolaan Utang -
EAS  :Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
ST : Seteimen Transaksi
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan
SBN  : Surat Berharga Negara
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7. Realisasi Pembelian Kembali SBN (Debt Switch).

1 a4

f t dan Pr Akuntansi Rezalisasi Debt Switch SBN

Kasi
Akuntansi
SBN

Dit PKN,

Kasubdit
DJIPBN Dit. SBN Direktur EAS Kasubdit ST

AKLAP

Pelaksana
Akuntans! SBN|

No. Uralan

1 i dok 1 lelang
kembali dengan cara debt switch SBN
dari Direktur SBN dany Dok. Dok.
mendisposisikan kepada Kasubdit ST]

untuk di kan serta Kasubdif Lelang Lelang
AKLAP untuk diakuntasikan,

2 Menerima dokumen lelang  dari
Direktur EAS lalu menerbitkan konsep|
SPM untuk ditandatangeni Direktur]
EAS.

3 menerima dan menandatangani SPM|
lalu menyampaikannya kepade]
Direktur PKN.

4 Menerima SPM dan menerbitkan| - y
SP2D lalu ditembuskan ke Direktora

EAS sP2D

5 Menerima dan meneliti:
1. Dokumen lelang dari Direktur EAS

2. SPM dari Kasubdit ST
3. SP2D deri Direktur EAS

lalu mendisposisikannya kepada Kasi
Akuntansi SBN

6 Menerima, meneliti, dan memverifikasi
Dok. Lelang, SPM, dan SP2D dari
Kasubdit AP lalu mendisposisikannyaf
kepada Pelaksana

7 Menerima, meneliti dan memeriksal
Dok. Lelang, SPM, dan SP2D lalu]
membukukannya dalam Sistemy Konsep Lap.
Akuntansi, membuat laporand Akuntansi
akuntansi SBN, dan mengarsipkani SBN

dokumen.

8 Menerima, meneliti, memerksa dan|
memaraf konsep laporan akuntansi
SBN dari Pelaksana sertay Konsep Lap.
meneruskannya kepada Kasubdit Akuntansi
AKLAP SBN

] Menerima, meneliti, memeriksa dan|

__ . |

memaraf konesp laporan akuntansi

SBN dari Kasi Akuntansi SBN serte| Konsep Lsp.

meneruskannya kepada Direktur EAS Akuntansi
untuk ditandatangani. SBN

10 [Menerima, menelit, memerikea dary
menandatangani laporan skuntansi
PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk| LAP.
Ikemudian mengirimkannya kepade| AKU;‘;:N$|
pihak-pihak terkait

Ket :
i PU : Pengelolaan Utang
! EAS Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
ST Setelmen Transaksi
AKLAP  : Akuntansi dan Pelaporan
SBN Surat Berharga Negara
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8. Realisasi Pelunasan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Reallsasl Pelunasan SBN

Bank
Kasi Pelaksana
Penata Dh. PKN, Direknue Kasubdit | Kasubdit
R No. Uralan Usaha DIPEN Dit. SBN EAS ST AKLAP AkusnB!;';usl Alu;nst;usl
Trustes

1 [Menerima tunat pembesihuan lentng SBN
[yong akan jakh hmpo dod Bank Indonesiadan | Ll
~ mendisposisicannys kepads Kasubdt ST urtik
divetrimenkan serty Karubdt AKLAP  urtik

dakuntaskan,

2 [Manerima suat pemberitshuan nteng 6N
yong kb erpo dai Dieekdy EAS R
mereskillan konzep SPM wibs dtandatangani

Dirtidr EAS.

3 dan i EPM il
menyanpsikannyy kepads Direidr PKN.

4 [Merwiina SPM dan dan SPD uhk ]
disavmpaikan  kepads Bark  Wdonesia  dan Lk
Direktorat EAS se2b

5 [Menerna SPID  dsn  mercorbikan bkt
pembayacan kb kepada
EAS.

B [Menerdmy Deit Advice dari Trustee don
wbusan 5P ded DA PRN e
fizposiskanya kepads Kasuldt AKLLP,

7 ]phenerims dan raenelfi:

1. Surst Pernborstuan dat Direidr EAS
2. 3P darf Kasubidt ST
3 Bukd Pembayarsn dad Dieeldr EAS

4. SP2D darl Dwrekbr EAS

okt s poss hepaacls Kasi
SON
8 jMenm i, dan rilkasi Surt)

Pombertshwan, SPM, $PXD  dn  bud
pembayaran  den Kasubdt  AKLAP
disposici kepada Pelak

9 Menermd, metefldan  memeksa Dok,
Lelang, SPM, SP20, don Bukd Pembayarm ik Kowsty
membrkulannys  dslam  Sistem Adamtans),

. meriuat fsporan Skt GBN, G Las.

rmengarsiphkan dokumen,

10 [Menetima, roonelt, kaa due
— - [konvep tporan skurtansi SBN darf Pelaksana
Serds menensskannya kepaa Katubd! AKLAP.

12 [Mermrkna,  menel,  memenkss dan
i laporan tnsi SBN dan e
KM P ‘m kenvudian AKUNTAN.
mengirimiannys kepada pihak-pihak terkat ” SISaN
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9. Realisasi Pembayaran Bunga/Biaya SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Reallsasi Pembayaran Bun

a dan Blaya SBN

No.

Uratan

Baunk
Penata
Usaha/
Trustee

Dit. PKH,
DJPBN

Dit. SBN

Direktur
EAS

Kasubdit
ST

Kasl
Akuntansi
SBN

Kasubdit
AKLAP

Pelaksana
Akuntansl
SBN

Menerins nwoice ferfang permbay Buanga
SEN yang akon b Yempo danl Bank indonesis
dan tnendisposisiarnys kepada Kauubdd ST
otk dseteimendon serd  Kasubdt  AKLAP
ik diskurtasikan.

tvoice

hwoice

Mensoma surd perberiohun  terong
pernbayaran bunga SEN yarg skon bdh temipo
chd Direkbor EAS la meriecbbn ktnsep SPH
urt diandatangeni Direkbr EAS.

dan datrard  SPM oy
meny2mpaikanya kepada Direkde PKN.

Mererim SPM don menetbition 5020 by
dismbiskan ke Dirskirat EAS

$P2D

Aienerims dan erei

1. Sural Perberabuan dori Direkhar €A

2, SPM dovl Kamanit ST

3. SPD darl Direldr EAS

ks mendisposiskannya kepada Kasi Akunbssi
SEN

Menetima, meneid, dan meoverfiesl St
Pamberfahuzn, SPM, dan SP2D dad Kasubd
AKLAP  falu  mendisposisicannya  kepada
Pelskyany

Menerima, menel dan memeriksa dan Dok,
Lelang, SPM, dan SP2D I membukukannya
dalam  Sistem  Mkurfanei, membxt laporan
akundanst SBN, dan mengarsipkan dokurmen.

Konsep
Lip

Menerima, rensi, ksa dan
kontep laporan akurdansi SBN dud Pefsksany
serta menenishannys kepada Kasubdit AKLAP,

Kensep
Lap.

Menerima, mersll, memerksy dan memardt|
korsep fsporan dkurbansi SBN dai Kasi

Rkurdsnsi SEN serta annys kepads

Mererrny,  menel, memerkxy  dan

doto faporan skurfansi SBH dad
LEST & 4 AKLAP uribik kermadian
mengirinkanny s kepada phak-phak terkatt

AKUNTAN-
SISPN
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10. Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan SBN

. . . Kasi Kasli Penyajian
Kasubdit |Kasi Akuntansi . Pelaksana
No. Uraian Direktur EAS Konsolidasi | Laporan dan
AKLAP SBN Data Publikasi Akuntansi SBN
1 |Membuat konsep laporan utang dan pembiayaan SBN.

Konsep Lap.
Akuntansi SBN

2 |Menerima, memverifikasi, meneiiti dan|
menyampaikannya kepada Kasi Konsolidasi Data.
Konsep Lap.
Akuntansi SBN
3 |Menerima, memverifikasi, meneliti dan
mengkonsolidaskannya dengan laporan ulang dan|
i PLN falu meny ya kepada Kasi Konsep Lap.
|Penyajian Laporan dan Publikasi Akuntansi SBN
4 [Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyiapkan|
konsep surat pengantar dan format laporan utang dan|
b I ikann i
;KLAP, alu p ya kepada Kasubdif Konsep Lap,
Keuangan atas
Penaelol
Utang
5  |Menerima, menefii dan memaraf konsep sural
pengantar dan laporan ulang dan pembiayaan laly
i i EAS.
menyampaikannya kepada Direktur EAS Konses Lap.
Keuangan atas
Pengelolaan
utang
6 dan gani laporan|
utang dan pemb untuk disampaikan kepadal
pihak-pihak terkait.
Keuangan atas
Pengeloiaan
wtang
Ket :
EAS  :Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

SBN

: Surat Berharga Negara
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11. Reklasifikasi Surat Berharga Negara.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Reklasifikasi SBN

Kasl

Kasi Penyajlan

Kensep Lap.

reklasifikasi PLN lalu menyampakannya kepada Kas| Akuntansi

[Penyajian Laporan dan Publikasi

Kasubdit Kasi Akuntans] Pelaksana
No. Uralan Direktur EAS AKLAP SBN Konsolldasi Laporan dan Akuntans| SBN
Data Publikasi
1 WM konsep laporan akuntansi tentang SBM|
Bardasark Maturity yang  akary
direklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Utang Maturity
Jangka Pendak (Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) |  Scheduls
A
Maturity
Maturity
Scheduls
2 M X i, menelit dan yampail
konsep laporan akuntansi rekiasifikasi SBN kepady
Kasi Konsolidasi Data. Konsop Lap.
Akuntansi
Reklas. SBN
3 [Menerima, memwerifikasi, meneliti dany
mengkonsolidasikan  konsep  laporan  akuntansi|
reklasifikasi SBN  dengan laporan  akuntansi|

Reklas. SBN

4  {Menerima, memverifikasi, menslii dan menyiapkant
konsep surat pengantar dan formal konsep laporany
akuntansi reklasifikasi utang lalu menyampaikennya
kepada Kasubdit AP.

[

Konsep Lap.
Akuntansi

Reldas. SBN

Konssp Lap.
Akuntansi
Reklas. SBN

5 [Menenma, menefitt dan memaral konsep sural
pengantar dan laporan akuntansi reklasifikasi utang laly
menyampaikannya kepada Direktur EAS.

Konsep Lap.
Akuntans|

Reklas. SBN

6 |» X dan gani laporan|
akuntansi reklasifikasi utang untuk disampaikan kepad
pihak-pihak terkait.

Lap. Akuntanst
Rekias. SBN

SBN

Ket :
EAS  :Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
ST : Seteimen Transaksi

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

: Surat Berharga Negara
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12. Rekonsiliasi Surat Berharga Negara.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Rekonsiliasi SBN

No. Uraian

Bank Indonesia

AKLAP)

Direktorat EAS (Subdit

Dit. PKN, DJPBN

Rekonsiliasi antara data SBN: Dit. EAS berdasarkan
data SPM yang diterbitkan; Dit.PKN berdasarkan da
1 |SP2D yang diterbitkan; dan B! berdasarkan|
buktilaporan realisasi pembayaran; yang dilakukan|
secara bulanan.

Laporan
Realisasi

Pembayaran

Lap. Akuntansi
Bulanan SBN
(SPM)

Laporan
Data
SP2D

2  |Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi

A 4

Berita
Acara

Rekonsiliasi

]

A

3 Pembuatan Laporan Akuntansi SBN berdasarkan Berital
Acara Rekonsiliasi antara BI, Dit. EAS, dan Dit. PKN

Laporan
Akuntansi

SBN

Ket:
PKN :Pengelolaan Kas Negara
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Seteimen
ST : Setelmen Transaksi
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan
SBN  : Surat Berharga Negara
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BAB V
PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Laporan keuangan disusun untuk rﬁenyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu
periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap
entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen,
transparansi, dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan
keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan
untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan utang dan pembiayaan, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebagai rujukan penyusunan
Sistem Akuntansi Utang (SAUP).

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk
kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan utang dengan
tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System).
Aplikasi DMFAS ini merupakan supporting system yang dapat menghasitkan laporan tambahan
terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai

untuk menghasilkan laporan utang yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan
pemerintah.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu
laporan keuangan semester | dan laporan keuangan akhir tahun. Disamping itu untuk tujuan
rekonsiliasi laporan keuangan disusun setiap bulan.
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KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan
tujuan khusus. Laporan Utang dan Pembiayaan terdiri dari:
a. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan umum (Accountability
Report)terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bunga Utang;
b. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
2. Neraca;
3. Catatan atas Laporan Keuangan;
b. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan khusus (managerial report)
antara lain terdiri dari:
1. Laporan Posisi Utang (managerial report);
2. Laporan aging schedule utang.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran atas utang terdiri

dari belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, antara lain dapat berasal dari pinjaman dan penjualan surat
berharga negara. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
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berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

\ d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, antara lain pembayaran kembali pokok pinjaman, pelunasan surat
berharga negara, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Berikut ini adalah ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran atas Utang:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BUNGA UTANG

20X1 20X0
BELANJA
Bunga Utang XXX XXX
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PEMBIAYAAN UTANG
20X1 20X0
PEMBIAYAAN
Penerimaan Utang Dalam Negeri - SBN XXX XXX
Penerimaan Utang - Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
Penerimaan Utang - SBN Luar Negeri XXX XXX
PENERIMAAN PEMBIAYAAN XXX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - SBN XXX XXX
Pembayaran Pokok Utang - Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
Penerimaan Utang - SBN Luar Negeri XXX XXX
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN XXX XXX
- Contoh format rinci laporan realisasi anggaran sebagaimana terlampir
' 5.2. NERACA

x Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
‘ kewajiban, dan ekuitavs dana pada tanggal tertentu.
‘Unsur yang dicakup secara langsung oleh Neraca atas utang terdiri dari:
1. Kewajiban Jangka Pendek:
f a. SBN Jangka Pendek;
b. Utang Bunga;
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c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
2. Kewajiban Jangka Panjang.:
a. Utang Dalam Negeri - SBN;
b. Utang Luar Negeri - PLN;
¢. Utang Luar Negeri - SBN.
Berikut ini adalah ilustrasi Neraca atas Utang:

NERACA
20X1 20X0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

SBN Jangka Pendek XXX XXX
Utang Bunga XXX XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG XXX XXX
Utang Dalam Negeri - SBN XXX XXX
Utang Luar Negeri - PLN XXX XXX

Utang Luar Negeri - SBN

Contoh format rinci laporan neraca sebagaimana terlampir

5.3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan
atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan
untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan
~ yang dipertukan untuk menghasilkan penyajian taporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan Utang secara khusus meliputi:

. 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan utang, pencapaian target undang-undang
APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusuﬁan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;

4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pémerintahan

yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
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Penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
Menyajikan basis pengukuran atas utang;
Menyajikan secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis pinjaman;
Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang

tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
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BAB VI
SIMULASI JURNAL

A. Simulasi Jurnal dan Laporan Utang
1. Nustrasi jurnal utang:

a. Penerimaan dana Pinjaman Luar Negeri Rp. 10.000,-

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Hutang kepada KUN 10.000
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 10.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Panjang 10.000
Utang Jangka Panjang 10.000

b. Cicilan Pokok PLN yang jatuh tempo Rp. 5.000,-

(1) Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Jangka Panjang 5.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Panjang 5.000
No. -Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek 5.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.000

(2) Pembayaran Pokok PLN yg jatuh tempo:

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek 5.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pembayaran Pokok PLN 5.000
Piutang dari KUN 5.000

¢. Pembayaran bunga sebesar Rp1.500

Pembukuan timbulnya pembayaran bunga utang

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Belanja bunga utang 1.500
Piutang dari KUN 1.500
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d. Utang Bunga sebesar Rp. 1. 000,-
Pembukuan timbulnya Utang Bunga:

No. Perkiraan Nama Perkiraan

Debet Kredit

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

Utang Jangka Pendek 1.000
Utang Bunga 1.000
e. Selisih kurs Rp8.000
TRANSAKSI JPY KURS IDR
Saldo akhir
2006 1.000 75.00 75.000
Penarikan
2007 300 80,00 24.000
Sub Total 1 1.300 99.000
Pembayaran
2007 (700) 80,00 (54.000)
Sub Total 2 600 43.000
Saldo Akhir
2007 600 85,00 51.000
Selisih kurs - (8.000)
No. Perkiraan ~ Nama Perkiraan Debet  Kredit
Selisih kurs 8.000
Utang Jk panjang 8.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

Utang Jangka Panjang

43.000

Utang Jk panjang

43.000

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke

dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi

transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:
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Piutang dari KUN

5.000

. 1.500
Ve

Hutang kepada KUN

BUKU BESAR

Penerimaan PLN

10.000

Dana yang harus disediakan untuk
Utang Jangka Panjang

10.000 5.000
43.000

Utang Jangka Panjang

10.000

Dana yang harus disediakan untuk
Utang Jangka Pendek

5.000 10.000
43.000
8.000

Pembayaran Pokok PLN

5.000 5.000
1.000

Bagian Lancar Utang Jk. Panjang

5.000

Belanja Bunga utang

5.000 5.000

Utang Bunga

1.500

1.000

Selisih kurs

8.000
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NERACA
Utang Jangka Panjang 56.000
Utang Bunga 1.000
Selisih kurs (8.000)
Dana yang harus disediakan (1.000)
Untuk Utang Jangka Pendek
Dana yang harus disediakan (48.000)
Untuk Utang Jangka Panjang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan 0
Belanja Bunga Utang 1.500
Defisit (1.500)
Penerimaan PLN 10.000
Pembayaran Pokok PLN (5.000)
Pembiayaan Netto 5.000

2. llustrasi jurnal Surat Berharga Negara:

a. Jurnal Penjualan Obligasi pada saat tanggal kupon/obligasi

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 100.000
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi 100.000

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk pengakuan utang atas transaksi tersebut yaitu

No. Perkiraan NamaPerkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.000
Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000

b. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan

discount
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 100.000
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi 100.000

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu
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No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.000
Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000

Diikuti dengan bunga yang diterima dimuka sehingga menimbulkan penerimaan

pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 1.000
Penerimaan Utang Bunga 1.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang 1.000
Utang Bunga Dalam Negeri 1.000

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja
pembayaran discount dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Belanja Pembayaran Discount DN 5.000
Piutang dari KUN 5.000

c. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan
premium

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 100.000
Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi 100.000

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.000
Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan
pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 1.000
Penerimaan Utang Bunga 1.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan ~ Debet Kredit
Dana Yang harus disediakan - Panjang 1.000
Utang Bunga Dalam Negeri 1.000

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehingga
timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal
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No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 5.000
Pendapatan Premium Obligasi Negara 5.000

d. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja

operasional biasa dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi 2.500
Piutang dari KUN 2.500

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun

pengeluaran pembiayaan dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang bunga 1.000
Piutang dari KUN ' 1.000

Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Bunga Dalam Negeri 1.000
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang 1.000

e. Jurnal pencatatan Unamortize discount/premium

Unamortize terhadap discount/ premium dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan

keuangan dengan jurnal penyesuaian

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Discount 4.500
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang 4,500
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang 4.500
Premium 4.500
Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang 4.500
Discount 4.500
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Premium 4.500
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang 4.500
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f. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran

pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi 100.000
Piutang dari KUN 100.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang 100.000
Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Belanja Pembayaran Loss 10.000
Piutang dari KUN 10.000

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan
pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

akun pengeluaran

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Obligasi 100.000
Piutang dari KUN 100.000
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang panjang 100.000
Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal
No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
Utang kepada KUN 10.000
Pendapatan Gain 10.000

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adatah melakukan posting ke

dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi

transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR
Utang Pada KUN Penerimaan Pembiay.
100000 Penj. Obligasi
100000 100000
1000 100000
100000 100000
1000 _ 300000
5000 300000 300000
10000 317000
317000 317000
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Utang DN Obligasi

100000 1000
100000 1000
1000 4500
100000 4500
1000 100000
4500 100000
4500
100000
311000

311000

Penerimaan Utang Bunga

100000 100000

100000 100000
100000

100000

300000 300000

B.Pemby Discount DN

1000 1000
1000

1000

1000 1000

Piutang dari KUN

208500

5000
2500
1000
100000
100000

208500

208500

Blj. Pemby Bun%a Obligasi

5000
5000
5000 5000
Pendpt premium ON
5000
5000
5000 5000

Pengeluaran Pembiayaan
Utang Bunga

2500 1000
2500 1000
2500 2500 1000 1000
|
Premium Discount
- 4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500
i Pengeluaran Pembiayaan Obligasi Blj Pembyrn Loss
| 100000 10000
1 100000 10000
! 200000 10000 10000
i 200000 | 200000
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Pendapatan Gain Utang Bunga DN
10000 1000 1000
10000 1000
10000 10000 1000
2000 2000
NERACA
Utang Dalam Negeri Obligasi 100000
Premium 4.500
Discount (4.500)
Dana yang harus disediakan (100.000)
Untuk Utang Jangka Panjang
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
Belanja Bunga Utang: 17.500
- Bunga Obligasi 2,500
- Discount 5.000
- Loss 10.000
LAPORAN REALISAS]I PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan: 301.000
- Penjualan Obligasi 300.000
- Penerimaan Utang Bunga 1.000
Pengeluaran Pembiayaan: (201.000)
- Pelunasan Obligasi (200.000)
- Pembayaran Utang Bunga (1.000)
Pembiayaan Neto 100.000
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BAB VI
PENUTUP

Dengan disusunnya Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) maka Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen telah memiliki
suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah. Sehingga dengan demikian diharapkan upaya untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya pengelolaan utang
dapat terwujud.

Penyusunan Modul ini bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi utang
akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah merancang Sistem Aplikasi Utang yang
komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun laporan keuangan yang akurat,
informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007 tanggal 27
Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kami menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan, penyusunan modul SAUP ini
masih belum sempurna, kami berharap para pembaca dapat memberikan masukan dan

usulan konstruktif untuk kesempurnaan modul SAUP ini, seiring dengan perubahan kondisi
maupun ketentuan yang berlaku.
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LAMPIRAN CONTOH FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASIANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

_ KODELAPORAN  :LRAKT

TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN
PROG.ID : XXXXXXXX
REALISASIDIATAS % REAL
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI
(DIBAWAH) ANGG
1 2 3 ¢ s 6
A |PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
1. Pendapatan Perpajakan 999,999,999999)  999,999,999,999 999,999,999,999 99999.99
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak 999,999,999.999  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
3. Pendapatan Hibeh 999.999.999,999|  999,999,999,999 999,999,999,999 9999999
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.24+A.3) 999,999999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
B. |BELANJA NEGARA
I Belanja Pegavai 999,999,999.999|  999,099,999,999 999,999,999,999 99999,99
2 Belanja Barang 999,999,999,999]  999,999,999.999 999,999,999,999 99999,99
3 Belanja Moda! 999,999.999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999.99
4 Pembayaran Bunga Utang 999,999,999.999|  995.999,999,999 999,999,999,999 99999,99
5. Subsid 999,999,999.999  999,999.999,999 999.999,999,999 99999,99
6. Hibah 999,999.999.999)  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
7. Bantuan Sosial 999,999.999,999]  999,999,999.999 999,999,999,999 99999,99
8. Belanja Lain-lain 999.999.999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.A+B.5+B.6+B.14B.8) 999,999.999.999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
C. |BELANJA UNTUK DAERAH
1. Belanja Dana Perimbangan 999,999,999.999|  999,999,999,999 999,999,999,599 99999,99
2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 999,999,999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
JUMLAH BELANJA DAERAH (C.1 +C.2) 999,999,999.999]  999,999.999,999 999,999,999,999 99999.99
D. |PEMBIAYAAN
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 999,999,999.999|  999,999,999,999 999,999,999,999 99999.99
a Perbankan Dalam Negeri 999,999.999.999|  999.999,999,999 999,999,999,999 99999,99
b Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 999,999.999.999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 999,.999.999,999|  999,999,999,999 999,999,999,999 © 99999,99
a Penarikan Pinjaman Luar Negeri 999,999.999,999|  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
b, Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 999,999,999.999  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2) 999,999,999,999]  999,999,999,999 999,999,999,999 99999,99
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2. NERACA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0
(dalam ribuan)
AKUN - * /URAIAN AKUN 20x1 20x0
1 ASET
11 ASET LANCAR
111 KAS DAN SETARA KAS
1111 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah XXXX XXXX
1112 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing XXXX XXXX
Jumlah Aset Lancar XXXX XXXX
JUMLAH ASET XXX XXXX
2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
211 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2114 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXXX XXXX
2115 Utang Biaya Pinjaman XXXX XXXX
2116 Utang Subsidi XXXX XXXX
2117 Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek XXXX XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXXX XXX
212 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
2129 Utang Jangka Pendek Lainnya XXXX XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya XXXX XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK XXXX XXXX
22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
221 UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI XXXX XXXX
2211 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan XXXX XXXX
2212 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan XXXX XXXX
2219 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya XXXX XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri XXXX XXXX
222 UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
2221 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan XXXX XXXX
2222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan XXXX XXXX
2223 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya XXXX XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri XXXX XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG XXXX XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN XXXX XXXX
3 EKUITAS DANA
31 EKUITAS DANA LANCAR
311 Ekuitas Dana Lancar
3111 SAL XXXX XXXX
3112 SILPA XXXX XXXX
3116 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek XXXX XXXX
Jumlah Ekuitas Dana Lancar ' XXXX XXXX
32 EKUITAS DANA INVESTASI
321 EKUITAS DANA INVESTASI
3214 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang XXXX XXXX
Jumlah Ekuitas Dana Investasi XXXX XXXX
JUMLAH EKUITAS DANA XXXX XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA XXXX XXXX
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